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MOTTO

“KEJUJURAN DAN KEPATUHAN ADALAH HAL YANG AMAT
PENTING DALAM SOAL PELAKSANAAN PERJANHAN"

*) Wirjono Prodiodikoro, Asas — asas Hukum Perjanjian, Cetakan VII Samur,

Bandung 1973, halaman 84
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Sural penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember.

Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Perum Perhutani KPH

Jember.
Standar Perjanjian Lelang Perum Perhutani KPH Jember.

Pedoman Penjualan Dalam Negeri (PPDN) SK.DIR.NO.347/KPTS/DIR/2004

Struktur organisasi Perum Perhutani Unit 1 Jawa Timur KPH Jember.
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RINGKASAN

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara bertindak untuk dan
atas nama ncgara melakukan pengelolaan hutan dan bahkan melakukan penjualan
hasil hutan.Sebagai badan hukum publik yang menjalankan transaksi jual beli,
maka Perum Perhutani dalam bertindak sebagai penjual melakukan tindakan
hukum perdata berupa perjanjian jual beli berupa hasil hutan yang antara lain
berupa kayu. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui
pelaksanaan Perjanjian pelelangan antara pihak Perum Perhutani dengan
Pemenang Lelang Yang ditinjau dalam skripsi ini adalah penggunaan draft atau
rancangan perjanjian yang dipakai oleh Perum Perhutani sebagai standar utama
perjanjian yang dipakai dalam proses lelang dan pele langan. Draft atau standar ini
dipakai di seluruh Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani di Indonesia.

Permasalahan yang di kemukakan dalam skripsi ini antara lain adalah,;
apakah standar perjanjian Jual Beli Kayu secara Lelang antara Perum Perhutani
KPH Jember dengan pemenang lelang, telah memenuhi keseimbangan antara hak
dan kewajiban masing-masing. Kemudian kendala-kendala apa yang dihadapi
dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kayu secara lelang dan tearkhir adalah
bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi Wanprestasi.Dalam Surat dari Perum
Perhutani Bernomor 491/071.1/Sar-HH/II tanggal 16 Desember 2004 disebutkan
tentang Pedoman Penjuaian Dalam Negeri Hasil Hutan dan Hasil Industri.yang
dilampirkan dalam bentuk Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 347 /
KPTS/DIR/2004.Disebutkan bahwa dengan adanya Keputusan ini selain ada
perubahan dan penyesuaian, juga untuk memberikan keseragaman pelaksanaan di
bidang penjualan dalam negeri hasil hutan dan hasil Industri yang dihasilkan oleh
Perum Perhutani. Dalam perjanjian lelang tersebut, penjualan dilakukan dengan
penawaran tertinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan tentang Penjualan
Umum di Indonesia (Lembar Negara No.189, tanggal 28 Agustus 1908)

Kendala-kendala yang menyebabkan pelaksanaan pelaksanaan perjanjian
lelang masih belum berjalan secara optimal.antara lain, contohnya: Sistem
pemasaran atau promosi yang kurang menarik, rata-rata jumlah kayu yang dijual
di bawah 500 meter kubik, Masih banyaknya makelar lelang yang mengikuti
lelang kayu dan atau hasil hutan. Makelar ini disamakan dengan mafia atau
distilahkan sebagai Kongsi. Kendala yang utama dalam pelaksanaan perjanjian
lelang antara lain adalah, mekanisme peralihan hak, keadaan memaksa (force
majeure), seperti bencana alam dan sebagainya. Kesimpulan dari penulisan skripsi
int adalah, bahwa perjanjian yang dibuat oleh Perum Perhutani dengan pemenang
lelang telah seimbang antara hak dan kewajiban.Apabila terjadi wanprestasi
diantara pihak Perum Perhutani dengan pemenang lelang, ada dua cara yang
ditempuh, vakni musyawarah secara kekeluargaan. Kemudian melihat dalam pasal
pasal kontrak, karena di dalam kontrak telah disebutkan berbagai hal bagi pihak
yang melakukan wanprestasi, dari mulai membayar denda sampai membayar ganti
rugi, kemudian pengajuan grgatan oleh salah satu dari masing masing pihak yang
merasa dirugikan ke Pengadilan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pengadilan
Negeri Jember.

X1l
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sasaran umum program pembangunan nasional dibidang ekonomi adalah
mempercepat pemulihan ekonomi dengan ditunjukkan oleh meningkatnya daya
saing dan efisiensi perekonomian, terciptanya struktur perekonomian yang kuat
berlandaskan keunggular kompetitif, serta meningkatnya dan meratanya
ketersediaan ~sarana dan prasarana pembangunarn. Sedangkan prioritas
pembangunan ekonomi jangka menengah adalah program-program untuk
meletakkan  landasan pembagunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk
mewujudkan sasaran tersebut sesuai dengan tujuan pembanguan yang
diamanatkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea 4, antara
lain meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu program yang ditetapkan
adalah memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan prinsip-
prinsip keberlanjutan (sustainability) dan kelestarian lingkungan.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam meliputi air, laut, udara,
mineral dan hutan akan diupayakan secara optimal. Pemanfaatan sumber-sumber
daya alam diupayakan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dengan
membuka akses bagi masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdﬁsarkan kaidah-kaidah
kelestartan alam serta pengetahuan dan hak-hak masyarakat lokal.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan,
antara lain dengan mengambil hasil hutan pada hubungan produksi dan
menjuanya sebagai salah satu cara untuk memperoleh pemasukan negara, salah
satu hutan produksi yang lazim kita kenal adalah hutan jati yang dikelola oleh
Perum Perhutani,

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara bertindak untuk dan
atas nama negara melakukan pengelolaan hutan dan bahkan melakukan penjualan
hasil hutan. Untuk itu dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut harus

berorientasi pada mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan tetap
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memperhatikan keberlanjutan pengelolaan hutan. Sebagai badan hukum publik
vang menjalankan transaksi jual beli, maka Perum Perhutani dalam bertindak
scbagar penjual melakukan tindakan hukum perdata berupa perjanjian jual beli
berupa hasil hutan yang dikelola Perhutani, antara lain kayu jati gelondongan,
pinus, kayu bundar rimba dan lain-lain .

Sebagai badan hukum publik Perum Perhutani merupakan kepanjangan
tangan pemerintah dalam melakukan hubungan hukum dengan pembeli, yang
brasanya adalal orang atau badan hukum perdata. Hubungan hukum perdata yang
demikian, antara Perhutani (negara/pemerintah) dengan rakyat (pembeli) nampak
sebagar hubungan hukum yang tidak seimbang, yaitu: hubungan dengan penguasa
atau pemerintah dengan rakyat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis
memilih judul: “ANALISIS YURIDIS STANDAR PERJANJIAN JUAL BELI
KAYU SECARA LELANG PADA PERUM PERHUTANI KPH JEMBER”

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang vang telah diuraikan tersebut, maka untuk
membatasi ruang lingkupnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran pengertian yang
terlalu meluas dan kabur serta memudahkan pencapaian sasaran, maka skripsi ini
hanya mengenai analisis yuridis standar perjanjian jual beli kayu secara lelang
pada Perum Perhutani KPH Jember. Pembahasan yang akan diuraikan disini
adalah mengenai analisis yuridis pelaksanaan standar perjanjian antara para pihak
apakah telah memenuhi keseimbangan antara hak dan kewajiban, kendala-kendala
apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya penyelesaian yang

dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi

1.3 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang dan ruang lingkupnya, maka

dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :
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(78]

Apakah standar perjanjian jual beli secara lelang antara Perum Perhutani KPH
Jember dengan pemenang lelang, telah memenuhi keseimbangan antara hak
dan kewajiban masing-masing ?

Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli
kayu secara lelang ?

Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi Wanprestasi ?

1.4 Tujuan Penulisan

Skripsi ini agar dapat diperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan

tujuan yang dikehendaki, maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuannya. Tujuan

penyusunan disini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

1.

o)

(%]

Untuk memenuhi salah satu syarat pokok yang bersifat akademis guna
mencapal gelar sarjana hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas
Jember.

Untuk melengkapi bahan referensi sebagai sarana informasi bagi teoritis dan
praktist hukum.

Untuk dapat menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh sewaktu belajar di

bangku kuliah guna membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan

tentram seria berkeadilan.

1.4.2 Tujuan Khusus

)

(O8]

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

. Untuk mengetahui standar perjanjian jual beli kayu secara lelang telah

memenuhi keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Untuk mengetahui kendala-kendala vyang dihadapi dalam pelaksanaan
perjanjian jual beli kayu secara lelang,

Untuk mengetahui penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi

wanprestasi.
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1.5 Metodologi
Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode
dedukuf, yaitu suatu cara berfikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat

umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang dilakukan adalah
pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan kajian-kajian terhadap
peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan
dengan permasalahan (Soekanto dan Sri M., 1985 .55
1.5.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :
1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu diperoleh dari studi kepustakaan dengan
mempelajari berbagai sumber yaitu mempelajari buku, pendapat para sarjana
danahli hukumserta peraturan perundang-undangan dan surat perjanjian yang ada
kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. (Soemitro,1990:11)
2. Babkan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu diperoleh secara langsung dari lapangan dari
hasil wawancara atau interview dengan pihak-pihak yang bersangkutan atau
lembaga-lembaga yang terkait. Dalam hal ini adalah Bapak Suhadi selaku Kepala
Bagian Hasil Hutan Perum Perhutani KPH Jember. (Soemitro, 1990:11)
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti
kamus, ensiklopedia, internet, dan lain-lain. (Soekanto, 1985:14)
1.5.3 Metode Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan data untuk penyusunan dan pembahasan skripsi ini, maka

penulis dilakukan serangkaian penelitian dengan secara langsung. Penelitian yang
dilakukan adalah :
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1. Studi Kepustakaan

Yaitu untuk mendapat data sekunder dengan mempelajari literatur,
menelusuri peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar dan karya ilmiah
dengan menitikbertakan pada teori-teori dan konsep-konsep yang erat kaitannya
dengan masalah.

2. Studi Doltumentasi

Yaitu suatu metode dengan mempelajari arsip-arsip atau dokumen-
dokumen dari objek penelitian dari pihak terkait yang mendukung analisis
terhadap pembahasan.

3. Studi Lapangan

Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang
konkrit yang pengumpulan datanya diperoleh secara iangsung dengan jalan
wawancara atau interview dengan pihak yang menjadi objek atau yang berkaitan
langsung dengan masalah yang diteliti yang berdasarkan pada tujuan penulisan.

4. Analisis Bahan Hukum

Semua data vyang terkumpul tersebut lalu dianalisis supaya dapat
digunakan sebagai bahan bahasan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang
memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi
permasalahan dan dibandingkan dengan berbagai teori dan praktek yang ada
dilapangan.

Penulis didalam menganalisis data skripsi ini penulis memakai deskriptif
kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak
berdasarkan angka-angka bilangan statis tetapi berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Soemitro, 1999:98).

Penarikan kesimpulan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara
deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat

umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Soemitro, 1999:102).
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Falta

Dalam Surat dari Perum Perhutani Bernomor 491/071.1/Sar-HH/II tanggal
16 Desember 2004 disebutkan tentang Pedoman Penjualan Dalam Negeri Hasil
Hutan dan Hasil Industriyang dilampirkan dalam bentuk Keputusan Direksi
Perum Perhutani Nomor 347 / KPTS/DIR/2004.

Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan dalam konsideran bahwa
Pemasaran “ Dalam Negeri terhadap Hasil Hutan dan Hasil Industri Perum
Perhutani telah mengalami banyak perubahan. Oleh karena itu dengan adanya
Surat Keputusan Direksi ini diharapkan ada perubahan dan penyesuaian dalam hal
pelelangan dan penjualan kayu. Dalam pasal 2 Surat Keputusan Direksi Perum
Perhutani Nomor 347 / KPTS/DIR/2004 ini disebutkan bahwa dengan adanya
Keputusan ini selain ada perubahan dan penyesuaian, juga untuk memberikan
keseragaman pelaksanaan di bidang penjualan dalam negeri hasil hutan dan hasil
[ndustri yang dihasilkan oleh Perum Perhutani. Dan selain itu untuk memudahkan
dalam pelaksanaan penjualan dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan yang
optimal bagi Perum Perhutani. Dalam Surat Keputusan itu juga disebutkan pada
pasal 3 bahwa Produk dari Perum Perhutani adalah produk yang berupa Hasil
Hutan dan Hasil Industri. Sedangkan Hasil Hutan vang dijual terdiri dari seluruh
hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Dalam craft lelang yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani Unit Il Jawa
Timur Kesatuan Pemangkuan Hutan Jember dan ditandatangani oleh
Administratur /KKPH Jember . Ir. Teguh Hadi Siswanto, dapat diketahui bahwa
dalam perjanjian lelang tersebut, penjualan dilakukan dcnéan penawaran tertinggi
sebagaimana tercantum dalam Peraturan tentang Penjualan Umum di Indonesia
(Lembar Negara No.189, tanggal 28 Agustus 1908).

Perum Perhutani dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha

sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa

6
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tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan sebagai sebuah badan usaha
Perum Perhutant diusahakan untuk mandiri. |

Perum Perhutani sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara memiliki
kemandirian. Dalam arti perusahaan dalam hal ini Perum Perhutani dikelola
secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dan prinsip
prinsip korporasi yang sehat. Ini berarti dalam hal pelelangan Produk Hasil Hutan
dan Hasil I[ndustri Hu:rm adalah sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat atas produk kayu, selain itu untuk menghidupi dan memandirikan

Badan Usaha Milik Negara ini.

2.2 Dasar Hukum
Sesual dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu

yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, khususnya hukum perikatan
maka dasar hukum yang digunakan adalah yang bersifat perdata dan khususnya
hukum perjanjian jual beli.
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1233 yang berbunyi:

“tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-

undang”

Pasal 1234 yang berbunyi:
“tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu,

atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Pasal 1313 yang berbunyi:
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Pasal 1320 yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. sepakat mereka yang menguikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
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4.

suatu hal tertentu;
suatu sebab yang halal.

Pasal 1330 yang berbunyi :

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

.L..Jh)_—-

orang-orang yang belum dewasa;

mereka yang ditaruh dalam pengampuan;

orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara

Pasal 1 :

.[n)

(59 ]

Badan Usaha Milik Negara, yang sclanjutnya discbut BUMN, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalul penyertaan secara langsung vang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan.

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN
vang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham
yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan.

Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka,
adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi
kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang
seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang
bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
Jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan
prinsip pengelolaan perusahaan.

Lembar Negara Nomor 189, tanggal 28 Agustus 1908, Tentang : “Penjualan

Umum di Indonesia”.

Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 347/Kpts/Dir/2004, tanggal 26

November 2004, Tentang : “Pedoman Penjualan Dalam Negeri Hasil Hutan

dan Hasil Industri™.
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e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang KEHUTANAN

Pasal |
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

I. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disclenggarakan secara
terpadu.

I3. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta
jasa yang berasal dari hutan.

Pasal 3
Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang
proporsional;

b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi,
fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan,
sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;

¢. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;

d. meningkatkar kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan
keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan
lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi
serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan

¢. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 4
I, Semua hutan di dalam wilayah Republik indonesia termasuk kekayaan alam

vang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

2. Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan;
b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau
kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
¢. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang
dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai
kehutanan.
Pasal 6

1. Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
a. fungsi konservasi,
b. fungsi lindung, dan
¢. fungsi produksi.
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2. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
a. hutan konservasi,
b. hutan lindung, dan
¢. hutan produksi.

[ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Perusahzan Umum Kehutanan
Negara (Perum Perhutani)

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

I. Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI), yang
selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang
bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri,
dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang
dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

6. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan
penvusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi
dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan dan konservasi alam vang
tidak termasuk kewenangan publik atau pemerintahan umum:

Pasal 2

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978

yang selanjutnya diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun

1986 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999,

dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini

Pasal 3

1. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik
Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan
pengelolaan hutan berdasarkan prinsip perusahaan dalam wilayah kerjanya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 6
I. Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan
umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
Perusahaan dan kelestarian sumber daya hutan.
2. Maksud Perusahaan adalah :
. menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang
dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup
orang banyak dan memupuk keuntungan;
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b. menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagai ekosistem sesuai dengan
karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi
ckologi, sosial, budaya, dan ckonomi, bagi perusahaan dan masyarakat,
sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dengan berpedoman kepada
rencana pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan

g. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 123/Kpts-V/2001 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Departemen Kehutanan

Pasal 1

(1) Departemen Kehutanan, yang selanjutniya dalam Keputusan ini disebut
Departemen, merupakan unsur pelaksana Pemerintah.

(2) Departeinen dipimpin oleh Menteri Negara yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen

menyelenggarakan fungsi:

a. pelancaran pelaksanaan di bidang kehutanan;

b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi
depaitemen; -

¢. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, serta pendidikan dan
pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang kehutanan;

d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Departemen mempunyai kewenangan:

. penetapan kebijakan di bidang kehutanan untuk mendukung pembangunan
secara makro;

f. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam di bidang
kehutanan;

s. penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu,
pemasaran, dan peredaran hasil hutan termasuk perbenihan, pupuk, pestisida,
dan tanaman kehutanan;
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian perjanjian Jual Beli

Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua pihak dimana satu pihak
disebut  penjual atau pihak yang mempunyai barang yang akan dijual
berkewajiban memberikan barang dan berhak atas sejumlah uang, sedangkan
pthak yang lain disebut pembeli yaitu orang yang mempunyai uang untuk
mendapatkan barang berkewajiban membayar harga yang dibayarkan. (M.
Yahya,1986:181)

Menurut Wirjono,

“Bahwa hukum perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai
harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap
berjanji untuk melakukan suatu hal |, atau untuk tidak melakukan suatu hal 2
sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.(dalam
Chidir,1993:32)

Sedangkan menurut Pitlo, “Perikatan adalah suatu hubungan hukum vang
bersifat harta kekayaan antara orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu
berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.”
(dalam Chidir,1993:23)

Singkatnya menurut Maghfirah, “Perjanjian jual-beli merupakan jenis
perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli.
Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual-beli masing-masing memiliki
hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian vang mereka buat”(Solusi
hukum.com, 24 April 2004)

Dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam KUH Perdata buku III
perjanjian jual beli termasuk dalam perikatan yang merupakan hubungan hukum
dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan
dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual
beli termasuk dalam perikatan yang mempunyai nilai uang maka perjanjian jual

beli juga masuk dalam hukum harta kekayaan.
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Perjanjian jual  beli scbagaimana  perjanjian pada umumnya harus

memenuhi 4 syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1

b

(5]

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat mereka mengikatkan dirinya maksud dari sepakat disini adalah
dikehendaki pihak yang satu (penjual) juga dikehendaki pihak yang lain
(pembeli) atau kesesuaian kehendak antara dua pihak.

kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang dimaksud dalam cakap disini
adalah kematangan berpikir orang, dalam pasal 1330 KUHPerdata yang
disebut cakap disini adalah:

a. Mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulutelah kawin(pasal
30)

I

b. Tidak dalam pengampuan.

suatu hal tertentu;

Maksud dari suatu hal tertentu adalah dalam jual beli itu harus jelas tentang
Jenis, jumlah dan macam obyek perjanjian jual beli halini diatur dalam pasal
1333 KUHPerdata

suatu sebab yang halal.

Maksud suatu sebab yang halal adalah dalam mengadakan perjanjian ual beli
iru sesuai dengan Undang-Undamg dan tidak dilarang Undang-Undang.

Dalam syarat perjanjian yang disebut sebagai syarat subyekif disini adalah

sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu

perikatan karena dua syarat itu menyangkut subyek perjanjian, selanjutnya

Undang-Undang menghendaki untuk sahnya perjanjian adanya suatu klausa,

klausa ini berarti isi dari tujuan suatu persetujuan yang menyebabkan adanya

suatu persetujuan (Subekti,1992:17-19).

Pengertian jual beli ditentukan dalam pasal 1457 KUH Perdata adalah

suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk

menyerahkan suatu kebendaan.dan pihak yang lain untuk membayar harga yang

telah diperjanjikan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

. .-
L4

Berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUH Perdata maka penjual berhak atas
uang dan wajib menyerahkan barang, sedang pembeli wajib melakukan
pembayaran, berhak atas barang oleh karena itu adapun hubungan timbal balik itu
berupa hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dan mengikat kedua belah
pihak sehingga perjanjian jual beli termasuk juga perjanj‘ian obligatur (Subekti,
1984:11).

Perjunjian jual beli terjadi segera setelah terjadi kesepakatan kemudian
berdassarkan ketentuan pasal 584 adalah penyerahan barang atau livering sebagai
akibat adanya perjanjian tersebut. Dalam praktek antara pembayaran dengan
penyerahan barang dilakukan bersama-sama.

Disamping menyerahkan barang penjual juga mempunyai kewajiban
terhadap cacat tersembunyi, terhadap barang yang dijual sesuai dengan pasal 1504
KUHPerdata yang bunyinya “Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat
tersembunyi pda barang yang dijual”, sedangkan dalam pasal 1505 KUHPerdata
berbunyi “Si penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat”.

Berasarkan ketentuan pasal 1504 KUH Perdata cacat tersembunyi adalah
barang itu tidak sanggup untuk pemakaian itu sehingga, seandainya pembeli

mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya.

2.3.2 Pengertian Perusahaan Umum

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang
seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan
untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu
tinggi dan sekaligus nengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan.

Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan
untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip
pengelolaan perusahaan yang sehat (UU No.13 Tahun 2003).

Perusahaan Umum juga merupakan perusahaan negara yang didirikan dan

diatur berdasarkan ketentvan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Nomor 19 tahun 1960, yang memiliki makna usaha melayani kepentingan umum
(kepentingan  produksi, distribusi, dan komsumsi, secara keseluruhan) dan
sckalipus memupuk keuntungan.

Usaha yang dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisien,
clektifitas dan economic cost-accounting priciples and management affactiveness
serta bentuk pelayanan (service) yang baik terhadap masyarakat atau nasabahnya
(Kansil, 1994:119).

2.3.3 Pengertian Wanprestasi

Perjanjian diadakan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing
pthak yvang mengadakan perjanjian. Untuk itu pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian adalah dalam rangka untuk saling diuntungkan dan tidak saling
merugikan, dengan demikian perjanjian akan dapat mendatangkan keuntungan
dari kedua belah pihak, apabila masing-masing melakukan kewajiban sesuai
dengan isi perjanjian tersebut.

Namun demikian, suatu perjanjian yang telah dilaksanakan dalam ruang
waktu yang berbeda saat perjanjian itu diadakan, seringkali menimbulkan masalah
karena hal tertentu, sehingga ada sementara pihak merasa dirugikan atau salah
satu pihak ingin mencari keuntungan sendiri, tanpa memandang kepentingan
pihak lain. Keadaan perjanjian yang dermikian itu mengalami wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda “wanprestatie” artinya
tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan
vang timbul karena undang-undang maupun perikatan yang timbul karena
perjanjian (Muhammad,1992:20).

Menentukan apakah seorang seorang debitur bersalah melakukan
wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu
dinyatakan sengaja atau lalai tidaknya memenuhi prestasi. Keadaan tersebut yaitu:
I debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, yaitu debitur tidak memenuhi

kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian;
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debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur
melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan tetapi tidak baik atau

keliru dari perjanjian yang diperjanjikan tersebut;

(8]

debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya. Disini debitur

melaksanakan atau memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu ditetapkan

didalam perjanjian tidak dipenuhi;

4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
(Muhammad,1992:21) '

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari
pthak yang dirugikan dalam kontrak tersebut menuntut ganti kerugian dari pihak
yang telah merugikannya,yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut
(Fuady,2002:17).

Bentuk tuntutan yang dapat dilakukan kreditur terhadap debitur yang
wanprestasi adalah:

1a dapat meminta peleksanaan perjanjian;

1a dapat meminta penggantian saja;

12 dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian
kerugian:

4. dalam hal perjanjian itu timbal balik, dapat meminta hakim agar perjanjian
dibatalkan (Fuady,2002:19).

(F% I o ] et

Pendapat lain dikemukakan oleh Sari ,

“Suatu perkara dianggap merupakan suatu sengketa wanprestasi apabila
ada salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Dimana terdapat
hubungan antara para pihak yang dibuat secara tertulis dan apabila ada hal-
hal yang dilanggar sebagaimana yang telah tertuang dalam perjanjian
tersebut maka perkara tersebut termasuk dalam sengketa wanprestasi.”
(Wanprestasi, Ataukah Perbuatan Melawan Hukum? : 2003)

Menurut Kansil,"Jika debitur atau kreditur tidak melaksanakan kewajibannya
maka ta dapat dikatakan melakukan wanprestasi” (Kansil,1994:197)
Wanprestasi secara singkat dapat diartikan sebagai ingkarnya satu atau para pihak
dalam perjanjian yang telah dibuat

Pitlo (1988: 55) berpendapat bahwa wanprestasi itu dapat terjadi jika

debitor mempunyai kesalahan. Kesalahan adalah adanya unsur kealpaan atau
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kesengajaan. Kesengajaan terjadi jika debitor secara tahu dan mau tidak
memenuhi kewajibannya. Kealpaan terjadi jika debitor dapat mencegah penyebab
tidak terjadinya prestasi dan debitor dapat disalahkan karena tidak mencegahnya

“Unsur unsur terjadinya wanprestasi adalah adanya kesalahan dari debitur
dan atau kreditur, yaitu tidak melaksanakan prestasinya”. Namun ada kalanya
terjadinya wanprestasi tidak karena kesalahan debitur atau kreditur, akan tetapi
karena keadaan memaksa (overmacht). Artinya debitur atau kreditur telah
berusaha untuk melaksanakan isi perjanjian / prestasi. Tetapi karena ada keadaan
yang tidak dapat diduga sebelumnya, dan debitur atau kreditur tidak bisa berbuat
apa-apa, yang berakibat perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan seperti yang
dikehendaki.(Kansil,1994:199)

2.3.4 Pengertian Lelang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 2 Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,

“Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang

atas, mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang™.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI. No.337/KMK.01/2000 Bab.l,
Ps.1, Pengertian Lelang (auction) adalah :

“Penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media

elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin

meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran

harga secara (ertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para

peminat”.

Menurut tim Otomasi Dirjen Piutang dan Lelang Negara Departemen
Keuangan,

“Lelang adalah penjualan barang di muka umum yang dipimpin oleh
Pejabat Lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/lisan dan atau
tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang. Karena itu
rencana lelang pada prinsipnya harus lebih dahulu diumumkan kepada
masyarakat”
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Ditambahkan oleh Senduk bahwa “Lelang adalah proses penjualan barang

di mana barang vang bersangkutan akan dijual kepada penawar yang

berant membeli dengan harga tertinggi”(Nova 722/X1V)

Kemudian ditambahkan oleh Rudi Kurniawan bahwa lelang menurut
pengertian diatas adalah :

“Suatu bentuk peniualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi.

Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada

mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik

sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi”

(Rudi Kurniawan, Lelang Syariah : 2004)

“Dalam mekanisme transaksi, para pembeli mengadakan penawaran secara
terbuka. Harga penawaran tertinggi merupakan harga realisasi transaksi yang
kemudian diselesaikan dengan pembayaran tunai”.(Marjoko, 2004:82)

Lelang merupakan cara penjualan yang utama, dengan ketentuan bahwa
target volume lelang setiap tahun ditetapkan oleh Direksi Perum Perhutani.
Jumlah kayu yang akan dilelang dapat ditinjau kembali sesuai dengan
meningkatnya kebutuhan kayu untuk industri dalam negeri dan perkembangan
pasar. Lelang dalam praktek dibagi dua

a. Lelang besar, yaitu penjualan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang
dilaksanakan dimuka umum dengan cara penawaran terbuka, diikuti oleh
beberapa KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) dilingkungan unit masing-
masing.

b. Lelang kecil, yaitu penjualan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu vang
dilaksanakan ~dimuka umum dengan cara penawaran terbuka,
diselenggarakan dan diikuti oleh satu KPH (Kesatuan Pemangkuan
Hutan).

2.3.5 Pengertian Jual Beli Secara Lelang

Jual beli merupakan hubungan hukum perdata, oleh karena itu maka
bagaimana hak dan kewajiban para pihak dipenuhi merupakan kesepakatan para
pthak vang terlibat didalamnya, dalam peristiwa jual beli dikenal beberapa

perjanjian jual beli antara lain :
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L. Perjanjian jual beli secara langsung adalah jual beli yang antara penjual
dan pembeli secara langsung menyerahkan barang dan uang atau barang

dan uang.

b2

Perjanjian jual beh secara lelang adalah penawaran dimuka umum dengan
diundangkannya orang sebelumnya, dalam prakteknya penjualan secara
lelang ada 3 (tiga) cara vaitu :
¢. Lelang terbuka yaitu pelaksanaan jual beli secara lelang dimana
terjadinya peminat dengan adanya iklan, media lainnya dan juga
bisa terjadi secara lelang atau penawaran terhadap pelelangan.
Dengan demikian terjadinya penawaran secara terbuka olch siapa
yang berminat mengikuti penjualan secara lelang,
d. Lelang terbatas yaitu pelaksanaan jual beli secara lelang dimana
yang berhak ittu hanyalah pihak-pihak tertentu atau orang vang

diundang saja.

o

Lelang tertutup vaitu penjualan dimuka umum atau pelelangan itu
dilakukan dihadapan orang banyak dengan ketentuan orang banyak
itu adalah angpota sendiri.

3. Perjanjian jual beli secara kredit yaitu perjanjian jual beli yang
pembayarannya tidak dibayar lunas, tetapi angsuran sesuai dengan
perjanjian antara penjual dan pembeli.

Jual beli secara lelang yang dimaksud disini adalah penjual dimuka umum
dengan menawarkan harga yang makin meningkat dengan diundangkannya orang-
orang sebelumnya.

Dalam pergaulan hukum dikenal beberapa lelang :

a. Lelang yang dilakukan badan urusan piutang lelang negara
Badan mi berwenang untuk melakukan penjualan dengan cara
lelang atas aset-aset yang disita oleh bank akibat kredit macet dan
atau barang vang diputuskan oleh untuk lelang berdasarkan
keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Lelang oleh badan hukum publik atas aset yang berada dalam dan

sesual dengan kewenangannya.
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Misal : -lelang oleh Perum Pengadaian terhadap barang gadai
-lelang oleh Perum Perhutani terhadap hasil hutan

Lelang oleh individu atau pihak swasta

Misal : -lclang lukisan

-lelang untuk pengumpulan dana
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4.1.

BAR IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka dengan ini penulis

mengambil kesimpulan sebagi berikut :

1.

Bahwa standar perjanjian lelang pada Perum Perhutani KPH Jember
dasarnya adalah sama dengan perjanjian lainnya. Khususnya dengan
perjanjian jual beli. Dalam pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum
Perdata disebutkan perjanjian adalah peristiwa dimana satu pthak dan atau
pihak lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam lelang ada
dua pihak yakni pihak pemilik barang yang akan di lelang dan calon
pembeli atau penawar. Pada saat akhir dimana kesepakatan harga telah
tercapai dan perjanjian telah ditanda tangani maka kedua belah pihak harus
tunduk terhadap perjanjian yang telah dibuat tersebut. Dan dari perjanjian
yang telah dibuat tersebut, terciptalah hak dan kewajiban, yang harus
dipenuhi dan di laksanakan oleh masing masing pihak.Dan dari keseluruhan
hak dan kewajiban, dari Pihak Perum Perhutani sebagai penyelenggara
lelang dan para pemenang lelang, yang telah diuraikan secara panjang lebar
diatas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwasannya, dalam
pelaksanaan perjanjian jual beli kayu secara lelang antara Perum Perhutani
dengan pemenang lelang telah seimbang antara hak dan kewajiban.

Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kayu atau hasil hutan
secara lelang, menurut hasil wawancara penyusun dengan Bapak Suhadi
sebagai pejabat Kepala Bagian Hasil Hutan pada Perum Perhutani KPH
Jember yang mewakili Administratur Perum Perhutani KPH Jember, dapat
diketahui bahwa ada beberapa masalah dalam pelelangan kayu atau hasil
hutan oleh Perum Perhutani yakni, mulai dari Pra Lelang seperti Sistem
Pemasaran atau promosi vang kurang menarik, enggannya para pengusaha
besar dalam mengikuti lelang, sampai banyaknya makelar lelang yang bisa

mengacaukan harga lelang. Kemudian banyak sedikitnya jumlah barang
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yang dilelang, serta jumlah atau volume kayu yang laku dalam pelelangan
kadang tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Selain itu dalam masa pasca
pelelangan, masih bertele telenya proses administrasi menyebabkan
peralihan hak kepemilikan kayu oleh pemenang lelang sedikit terhambat.
Ketamyé aturan bisa jadi sedikit menyulitkan pemenang lelang dan itu juga
berakibat pada pelaksanaan program kerja dari pihak Perum Perhutani.
Utamanya bila diperhitungkan juga masalah keadaan memaksa (force
majeure)

Apabila terjadi wanprestasi aiantara pihak Perum Perhutani dengan
pemenang lelang, ada dua cara yang ditempuh, yakni musyawarah secara
kekeluargaan, yakni mencari jalan keluar secara damai. Kemudian melihat
dalam pasal pasal kontrak, karena di dalam kontrak telah dicebutkan
berbagai hal yang menjadi tanggung jawab bagi pihak yang melakukan
wanprestasi, dari mulai membayar denda sampai membayar ganti rugi
dengan jumlah tertentu yang telah ditentukan dengan peraturan vang ada.
Jalan terakhir apabila tidak tercapai satv kesepakatan dalam pemecahan
masalah tersebut adalah pengajuan gugatan oleh salah satu dari masing
masing pihak yang merasa dirugikan ke Pengadilan. Dalam hal ini yang

dimaksud adalah Pengadilan Neveri Jember.
(= o

4.2. Saran

Berdasarkan keseluruhan pembahasan permasalahan dan pengambilan

kesimpulan diatas, maka penyusun dalam hal ini mencoba memberikan saran

antara lain :

1

Pihak Perum Perhutani, dalam hal lelang dan pelelangan kayu atau hasil
hutan, bisa lebih sederhana dalam penyusunan sistem pelelangan. Sehingga
permasalahan seperti peralihan hak yang terlalu bertele tele sampal proses
pengangkutan hasil lelang menjadi lebih praktis dan tidak menyulitkan bagi

pihak Perum Perhutani dan para pemenang lelang pada khususnya.
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Pthak  Departemen  Kehutanan  dan - Perum  Perhutani  harus  segera
memperbaiki segala aturan hukum, terutama mengenai pelelangan kayu dan
hasil hutan. Karena aturan hukum ini sangat dibutuhkan dalam standardisasi
pelaksanaan lelang dan pelelangan kayu atau hasil hutan lainnya di
Indonesia.

Pthalk Perum Perhutani paling tidak harus segera menjalin kerjasama dengan
pihak lain, baik itu Departemen departemen yang terkait seperti Departemen
Pertanian, Departemea Keuangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta
kaum akademisi, karena bagaimanapun juga untuk menciptakan sistem yang

bagus harus ada kerjasama dengan pihak lain.
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LAMPIRAN III

PERUM PERHUTANI UNIT Il JAWA TIMUR

‘ KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER
- Alamat: JI, Let, Jen. S, Parman No. 4, Jember Telp. (0331) 336841,

PERVATNIAN LELARG

Pass! 1.

Penjuzlin dilakoulan dengan penawamn tertinggi scbagzimana L caalum calem peraturan tentang Penjualan Umim di-
qucne:sia ( Lembar.Negara No, 18, tanggal 28 Agustus 1908 ). Tidak ada Kayu kayu atau hasil hutan lainnya dijual
dibaweh harga pmawaren yeng telah ditetapken oleh Perum Perhutani.

Pasai 2.

Kayu kexu dan Hasil Hutan lainnya diual loko TRK/TPN. sebagaimana tercamium daiam daftar kapling. selelah kayu

kayu atau Hasil Hutan lainnya dijual/ditunjuk kepara penawaran tertinggi ( penibeli ), Tidek ada kiaim tentang ukuran
volume maupun kwalita hesil hutan tersebut. :

Pasai 3.

(1) Penjualan Pemenang Lelang harus membayar penuh uang pembeliannya berikut bea-bea yeng ditetapkan peme-
rintah menurut peraturan yang berlaku : Bea Lelang, Uang Miskin, Pajak Penjualan, MPO dan lain-lain.

(2) Selelah kapling itu dilunjuk kepada penawar lertinggi, maka penawar lerlinggi dinyatckan scbagai pemenang
Inlanp ( pembeli ) meka pembuli ticak dapal menaril; atau mengundurkan diri dan harus memehui kewajiban-ke-
wajibannya sebagzi tersebut pada eyat (1),

(3) Apabila Pemgnang Lelang tidak capal memenuhi ketentuan lersebut prda ayat (1) atay melanggar ketenluan
tersebut ayat ( 1) dlstas maka perbuzian pemenang lelang dian J92p sebagal PELANGGARAN KRIMINAL dan
kepadanya alan diajukan dimuka PENGADILAN. :

(4) Bilamana dalam'penawamn tertinggi terdapat lebih dari satu orang yang sama-sama menawar timbul perbedaan
“faham tetang siepa Yang menawar paling tinggi, maka juru lelang memutuskan siapa yang menfadi pemenang
lelang. '

Pasal 4.
Juru lelang berhak setelah saty atan béberapa kapling terjual, memberhentikan lelang epabila termyala bahwa pembeli

pembeli merupakan satu KONGS| sehingga tidak ada persaingan dalam penawaran, mengenai penghenlian leleng ter-
sebut diadakan tukar menukar pikiran dengan pengunjung ( peserta ) [elang,

Pasal 5.

Hasil Hutan yang dibeli belum dapat dimiliki dan dizngkui oleh pemenang lelang sebelum ada uang pembeliannya, bea
lelang dan uzng-usng lginnya yang menjadi langgungannya dibayar tunai,

Pasal 6.

- Pas Angkutan hasil hutan untuk pengangkutan keyu atau hasil hutan lainnya zkan diberikan apabila Daflar Kapling
yeng diberikan kepada pemenang lelang pada sa'at pelelangan telah ditanda tangani oleh pihak Perum Perhutani diper-
lihetken kepada petugas yang bersangkutan. Daftar nama selelah kayu clau hesil hulan finnya habis lerangkut harus
diserahkan kembali kepada petugas TPK / TPn. yang bersangkutan, !

Pasal 7.

Kayu atau hasil hutan lzinnya yang telah dibeli atas permehonan pembeli dapat dimuat kealas alat angkutan oleh
Perum Perhutani yang bersangkutan.

Pasal 8. @
Mengenai pengangkutan kayu dan hagll hutan lairnys, pembeli harus minta kelerangan kepada petugas Perum

Perhulani yang bersangkutan.
q
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Pasal 0,

Dalam waktu satu bulan (20 hari) sesudah penjualan, kayu atau hasil hutan lainnya yang telah dibeli harus diangkut se-

muanya oleh pembeli,

Pasal 10.

Kayu alau hasil hutan lainnya yang telah dibeli namun belum diangkul, dikenakan bisya uang letak yang besarnya

sebagai berikut :

(1a) KAYU BULAT JATI, SONAOKELING, MAHORNI

: TARIP UANG LETAK PER M3 PER TIART DALAM BULAN KE .
SOTIMEN i 2 3 4 5 8
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Al ‘| Bebas 1.000 2.000 4,000 5,000 6,000
Al Bebas 2,00 4,000 6.000 © 8.000 10.000
Alll Bebas 3.000 5.000 12,000 18,000 27.000
(1b } KAYU BULAT RiMBA SELAIN SONOKELING DAN MAHONI
_ TARIF UANG TETAK PEF 13 PER HART DACAM COLARRE
SOTIMEN - 1 2 ol 4 l 5 6
(Rp.) (Rp) | __(Re) {Rp.) (Rp.) (Rp.)
Al Bebas 200 i 400 _800 1.000 1.400
All Bebas 400 £00 1.200 1.600 2.800
Alll Bebus 60O 1,200 2.400 3,600 5.400
_:L’_:—"-L.‘::.—J.“".ﬂ"""“

(2). KAYU GERGAJIAN SORTIMEN CLCI,CillL ¢V

a. Pajang kayu kurang dari 1 meler, biaya uang lelak cuma deagan 1,5 ( salu setengah ) dari tarip yang berlaku

’

untuk bulat Jati sortimen A 11,

_b.. Pajang kayu lébih dari 1 meter, biaya uang letek saima dengan 1,5 ( sty cetengah ) dari tarip yany berfaku

untuk bulat Jati sortimen A (1.

(3). KAYU BAKAR JATI/ BRONGKOL JATI, BANBU

Tarip biaya uang letak sama dengan yang berlaku untuk kayu bulat Jali soetimen A I.

(4). MINYAK KAYU PUTIH, MINYAK TERPENTIN DAN MINYAK LAI,

Tarip biaya uang letak untuk 100 (seratué) l:'lér, sama dengzan yang berfaku untul Kayu t_n_ulat' Jali sortimen A |,

(5). GONDORUKEM/ ROSIN SOAP, SEEDLAK / SHELILAK.

“Tarip biaya uang letak untuk setiap 1 (satu) ton, samz “engan vang berlaku untuk kayu bulat Jati sortimen All

(6). ROTAN, ARANG, DAN KULIT KAYU.

a. Tarip biaya uang letak untuk seliap 1000 {seribu) baleng rolan, sums, dengan yang berlaku unluk kayu bulat

Jal sortimen A |

b. Tarip biayn uang letak untuk seliap 1 (seiu) fon Areng  sema dengan yang berlaku untuk kayu bulat Jati

sottimen A |
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Pasal 11. |
Ketentuan-ketentuan tentang Biaya Uang Letak

(1). Perhitungan biaya uang letalc dimulai dari hari tanggal terjacinya penjualan, juimlah hari dalam salu/5u1a11 dihilung
rata-rata 30 hari. !

4

(2). Bilamana sampai akhir bulan ke-& ( 20 hari x 8 = 180 hari ) terhitung mulai tanggal lerjadinya ternyata belum di-
angkut, dianggap pemilik melepaskan haknya atas barang hasil hutan yang bersangkutan dan kembali milik
Perum Perhuiani, yang aebelumnya (dalam bulan 6) wajib diumumian minimel dun kali meloiui sarena komunike-
si yang ada. Dalam hal pengumuman dilakukan pada waktu lelang, dibual berita acara yang ditanda-tangani oleh
petugas lelang.

(3). Ketentuan-ketentuan ini akan diumurmkan pada setiap kali dilakukan lelang dan atau dipasang di-kantor TPK dan
lain-fain untuk diketahui olehy umum.

Faszal 12.

Dalam keadaan luar biasa atau permintaan pembeli, Administratur Perim Pernutani / KKPH. yang bersangkutan dapat
memperpanjang waktu penyimpanan kayu atau hasil hutan lainnya ¢-TRTPN sepagaimana yang dimaksudian dalam
pasal 11, ayat (2 ). :

Pasal 13.

Apabila dipandang peﬂu, Perum Perhutani dapal memindzhkan kayu atadl hasil hutan lainnya milik pemenang lelang ke
{ernpat lein masi delam halaman TPKYTFn.

Pasal 14.
Alat-glat pengangkutan seperti: Gerbong Kereta Api, Truck dan lgin-lain harus diusahakan sendir oleh pemenang lelang
Pasal 15.

Dalam hal kapling di-tunjuk kepada Pemenang Lelang seperti yang dimakaud dalam pesal 1 dan pasal 2 diatas, kemu-
dian diperjual belikan maka yang berhubungan dengan Perum Perhutani tetap Pemenang Lelang.
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LAMFLIRAN IV

PEDOMAN PENJUALAN DALAM NEGERI

( PPDN ) |
SK.DIR.NO.347/KPTS/DIR/2004, TGL.26-11-2004
TAHUN. 2005

nalik

JEMBER
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Telepon (D31 3315851 -

PERUM PERHUTANI
(PERUSATTAAN UMUM KEMUTANAN NEGARA)
UNTT ILJAWA TIMUR
GRAHA PERHUTAMI
Ialan Gentenakali No. 49..2.0. BOX. 1006 Surabaya 60008

J Bank @ Bank NMewarn Indonesiy 196

Bank Mandiri

Cabang Swandayvani

Kawat < phtunitsby Bank Mandiri * Cabang Jembatan Merah
IFacs (031) 3474173 Bank Kakyat Indonesia

Surabaya, /¢ Desember 2004
Nomor ) 1071.1/Sar-HLAT : 4
Lampiran : 1 (satu) bandel
Perihal ~ :Pedoman Penjvalan Dalam Negeri

Hasil Hutan dan Hasil Industri

Kepada Yth, -

Segenap Adm.Perum Perhutani /

KKPH, KKPE, KKIPK

J dalam wilayah

Perum Perhutani Unit 11 Jawa Timur

Bersama ini kami  kirimkan surat  keputusan

347/Kpts/Dir/2004, tgl.

Hasil Hutan dad Hasil 1

' Direksi Perum  Perhutani nomor

26 Nopember 2004 tentang : Pedoman Penjualan Dalam -Negeri

ndustri.

Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan.

Tembusan Kepada Yth

“ Al KEPALA.

Noag

-

\—-'—-7'

,f."" . “Kepal 1\ Biro rcnms:lrnn I1H

1.Kepala Unit I Jatim ( Sbg laporan ) :Nip-710 009 556,44

2.Waki! Kepala Unit 11
3.Seaenap Kepala Biro

Jatim ( Sbg laporan)

U .f\“_-‘.r
THDAHONO IRIANTO, MM
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= PERUM PERHUTANI

(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN N':GARA)
GEDUNG MANGGALA \‘JAP.AB;\}’Ti BLOK VILL E-
JI. Gatot Subroio, Senayan P.O. Box 19/ IRl
Jakana Pusal (10270)

pros—— - — pe————

KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHLTANI
NOMOR ...... 3472..... /KPTS/DIRZ004

Tentang

PEDOMAN PENJUALAN DALAM NEGER! HASIL HUTAN
DAN T*..—\ I‘ 'NDUSTRI PERUM PERMUTAN!

OIREKTUR UTAMA PERLUM PERHUT. AR

Menimbang @ bahwa Pomasaian Dalam Negeri ter md"-p Hausil Hutan dan Hasil Indust

perurn Perhutani telah banyak mengatami perabahen:

b. bahwa dengan adanya perubahan kondisi dan situasi pemagaran rersebul naky
Jdipandang periv SK Vyiveksi Perum Pethatani Nomor Q1A TS D003
tangpeal 3 Janumi P00 waritansy Pedonan Pemasar Dadam Nagert Hasil
Paran dan Dlasid Induseei P Perhtmt t.iwc-t:.:m,a} dipraadang, pariu L

Jisesuaikan dengin roepuiusim vk,

\_l l”

Mgt ot Uindang Lingdingy Moo A1 Tl 1949
20 Undary Uil i Momor 18 Tahun 2003,
I*¢ ranan Pemerintan Nomor 30 1.1'..1m 200a,

4. Kepuiusan Mentert Keuangan Nomor 193/RMI.00/2001.

et

\ln\lU PUSKAN

Dergers  : PEDOMAN PENJUALA < DALAM NEGERT HASIL HU T AN DAN HASIL
INDUSTRIL - PERUM ? ERHLUITANI, scb:-t" imana  dalam Lam piran burm

Kepuiusan int; _
Kedua - . Hal-hal yang belum dianw dalam keputusan akar ditentukan tebib lanjul oleh
Direksi; ‘
(atigac . o Dengan beriakunya Surat Keputushn int inaka S Direksi Pérum
Perhutani Nomor Llr}\j”‘\iJLL\,’L(JO tangea! 3 Jueuari 2003 teniang Pedoman
" Pemasaran Dalam Nege et Hasil Hutan dan Hasi! industi PT. Perhutani (Pc.'scro,:
dinyatekan ldak berlaku lagi,
K eampet - Qurat Keputusen ini mulal verlakn szjak tanggal ditetapian.

.

™ u_tmkdn di o Jakarta
26 _'_N_p_;__}c'.'nhcr 200
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Lampivan Surat Keputusan Direksi
Nengr 1 347 AGHss 31/2004
Tanggal 26 November 2004

PEDOMAN PENJUALAN DALAM NEGER]
HASIL HUTAN DAN HASIL INDUSTRI
- PERUM PERHUTANI

BAB I
KETENTUAN UMUM
! Pyt
Depgertian Litilgh dan Batasan

Dalam pedomis ini yang dimaksud dengan:

{18

1,0 12

_l'.

“h

* hutan yang dikelola Perum Perhutani.

(v

10.

3.

1A .
. Lelang Kecil adalzh penjualan hasil hutan kayu dan atau bulkan Kayu yang

perum Perhutani adaleh Budan Usabe itk Negara (BUMN) ¥
herdasarkan PP 30/2003 tanggel } juni 20035,

Direksi adalah Direisi Perum Perhuiant.

Kepala Unit adalah Kepala Unit Perum Perinutani.

Adrainistratur adalah Administratar Perum Parhutani 4 Kepala iesatuan Pomanghkuan
Hutan (KIPE) termasuk Kepala Industri Pengolahan Kayu Jau (KIPE)) dan Repala
Pelaksana Ekspor (XPE).

Kayu Temuar adalah kavu yang ditemuxan di dalam kawasa

ang didikan’

w hutan atau di luar
kawasan huten, vang diduga jelas asal usul Rayunya berasal dari dalam Kawasan
Kayu Tangkapan adalah kayu yang ditenekan di dalam kawasht hutan ata
Lawasan huten vang diperoich

-

af foay .
Sersamaan dengan peiakunyd (terdukwa), Yang didugi

jelas asal usul kayunya berasal dart dalam Kisvastn hulan yong dikelola Peom
Perhiutani. :
Lelang Besar adalzh aenjuaian kayw dan

I

o

d atan hasil hutan bukuan Xeyu yaug
dilaksanakan di depan umum dengan cara penawaran terouka, diikuti olgh seluruh
KPH di lingkungan Unit nasing-muasing. '
dilaksanakan di.depan umum dengan cara penawaran tevbulka, difkuil oleh beberapa
KPH di lingkungan Unit masing-maesing.

Lelang Kecil secard Khusue agatah penjualan hasil hutan kayu dan atau bukan e
yang dilaksanakan di depan umum  dengan cars penawaran . icrbuka  yang™
diselenguarakan dan diikutt oieh satu KPHL

Penjualan dengan Perjanjian (Kontrak) adalal penjuzian hasil hutan kayu, bukan
kayu atau hagil industn yanyg dilzkukan oleh Perum Perhutani denzan PIhaR pembeli

- datam suate Perjanjian Tual Beli., :
. Penjualan Langsuag adaleh penjualan hasil huran kayu, bukan Kayu 8t hasi) indusut

yang dilakukan dengan menerbitkan SPAP, SPP dan §1p secara langsuny aleh Peruns
Perhutani dengan pen:beli. : ;

. Kapling ~dalah wmpnkan wacil hntan hermpa Koy, bukan kayu dan hasil industri
vany diniur sedemikizn tupa nmgnun jenisnye dan dibert Noner wiut 1
Basil Hutan'Bukan Kayu adalat hasit huian yahs hapnpa nasil huian seiain kaww, O o

-
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14, Husil Industri  adalah bahan baku hasil hutan yang telah  mengalemi proses

pergolahan oleh indusird baik industr mullk Perum Pechutani maapan olely induste

Mitra Kerja Perhutani baik berupa barang serengah jadi maupun birany jadi.

15. Perusahaan atau Industri Besar adalah perusahaan dan  atau  industii  yang

mengolalVmeraproduksi bahan baku produk Perhutani yang memenuhi svarat dan

kapasitas produksi

(a). Mengoperasikan minimal 2 (dua® buah Band Saw type 36" kemas alaw mes
- Rotary dan-mesin Moulding lainnya.

(b). Kayu Bundar Jati & Kayu Bundar Rimba ladah 1U 0Co m® keatas per tahun,

(¢). Kayu Rimba Indastri dan mmba am 20.000 m’ keaias per tahun. '

(d). Kayu gesgajian jati 3.000 m" keatas per tahun.
(e). Getah pinus 3 000 ten keatas per tahun,
(f). Gondorukem 3,500 ton Eeatas per hun,
(g). Minvak terpentin : 2 500 tor: kealas prer tahun.
(h).  Minyak kavu -\-v'-b 100 ton Kkeatas por tahun,
(1). Seedlac : : 230 won Keatas per tahun,
‘). Kopal , 2 250 ton keaias par tahun.

16. Peruszhaan atau Industel Menengah dan” Koperasi  adalah perusabaan dan atau

inclustri_yang me m'ohh!m“mpro-.h':\:,l bakan baku produk Perhuten d*n" an syarat

da: kapasitas produksi : :

(a). Maer wopcmmkm runimal 1 (saww) bush Band Saw type 36" Keatas atau mesin
Rotary dan mesin N[O\lid'."u‘, latnnya.

(b). Kayu Bundar Jati & Kayu Bundar Rimba Indaly 3.000 s/d :u 000 m* per tahun.

(c). Kayu Rimiba lndusti dm Rnn.h" Lain 5.000 s/d “0 000 m* per tahum.

(d). Kayu Gergajian Jal 1000 sfd _‘-000 m° pei tabun.
(). Getah Pinus : 2500 s/d 3000 ton per tahun.,
(.  Gondorukem : 1300 s/¢ 3500 ton per tahun.
(2). Minvak Terpeatin : 1000 sid 2000 ton per tahun.
(k). Minyuak Kawu Putih .50 sAd 100 ton per tabun.
(i). Scedlac . ¢ 100 sfd 230 ton per tahun,
(). Kopal « 100 s/d 250 ton per tahun.

17. Perusahaan atau Industri Kecil, Koperasi Pengrajin Keeil, Koperasi Masyarakai Desa

Hutan acalah perusahaan atau industri atau Koperasi yang 111€I1~u|..1h:1'11‘n produksi

bahan baku produk Perhutant dengan syavat dan kapnanas pmdukn :

a). Mengoperasikan minimal 1 (satu) buah Circle Saw atan mesin Rotary dan musin
Moutding lainnya. f ;

b). Kayu Bundar Jati & Kayu Bunder Rimba Indah dibawah 3.000 m” per tahun.

¢). Kayu Rimba Industel dan Rimba Lain dibawah SiOOO m’ per tabun,
¢) Kayu Gergajian Jati : dibawah 1.00C m™ per tahun.

¢) Getah Pinus : dibawal) 2.500 ton per tanun,

) Gondorukem s dibawals 1,500 ton per tahun. ;

) Minvak Terpentin - Gibawah 1,000 ton per tahun,

) Minyak Kayu Putil ccibiowah 30 ton per tahun,

1) Seadlac = Gibawah 100 ton per tahum, }

i) Kopal s dibawah 100 ton per tahun, 2

{5 ]
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(1

~ peijualan dalem ncgen hasil hutan dan hasil industr vang dihasilican oieh Perum

(2)

p— =

tad Y

—— T’ N

A

PERUM PERIVIANT

Wiarung Kayn wdalah usahs yang  dibearuk  eleh Koperasi  maupin kelomipok
masyavakal sekitar huin dengan apagitas penjualan

4. Kayu Buaday Jati & Kayu Buml'n Rimba Indah dibaw wh 300 m? pEr tahus
Kayu Rimba Industi dan Rimba Lain dibe awah 600 m” per tahun,

.Pcnyahu atau pembeli adalah badan asaha yang membeli dan memasarian Hasil

Hutan atau Has:] Industii secara nutin untuk pasaraya di dalam negeri, :

Penjualan  Lan igsung dengan Layan Antar (PLLA) aduizh penjualan yang
dilaksanakan de Agan cara eigantar preduk Perhutani (Kayu/ Non Kayu) langsung
Ke padbrik pembeli (Franco Pabrik Pems celi) dengan tujuan untuk meningkatkan
pelayznan dan meningkatkan nilaj wmbeh penjualan, .

Pasal 2

Maksud den Tuj

Pedoman ini dimaksudkan stk memberikan Keseragaman pe Iake\m an di bidang

Peautani.
Pedoman ini dibuat untuk memudehkan dalam pelaksanaan penjualan dalam negeri
seainaga dipecoleh penda patan yang optmal bzal Perum Perhutani

BABR II
PRODUK YANG DIJUAL

—

-
(3
17
=
[ 5%

. Produk Hasi l"ii.u ) "n}lh.t Indus

'E‘;- viuk Pertdn Pechutani adalah procuk vang berupa Hasil Hutan dan Hasii Industri
asil hutan yang dijual terdidd dan hasil hutan ».:-1}- 1l da_r.n bukan kayu

iI'u.l Industn )*n:, dijual terdirl dari seluruh hasi) industri kayu dan bukan kayw yany

dihasilican Perum Perhutani. : -

vlasil Hutan adalah basil hutan Perum Perhutan ocrupa Kayu dan bukan Kayu,

Hasil Hutan Kayu adalah berupa Ko yu Bundar Jati dan Rimba yang terdiri dari :

#n). X '-vu bundar Jati, yang di *oiun"\"m :
Kau Vinie ( Vi), kavi Hara ( ), kayu Lokl (1\\=n H/Vi) dan kayu Lokal IN
(1»1.1.111 baku indusiri/BRI) adalait kayu bundag yang memenuhi persyaratan
fzrientue sesuai Ketentuan yang ditetapkan oleh Diveksi, '

(). Wayu bu:u‘i;"f Rimba adalah kayu bundar selnin Ja vang dizolonglkan :

h.l. Kavu R l'nim indalr @ Sonokeling, Sonokembang, Soncbrits. Maheni,
x\.’-:).-a _

b.2. Kavu Rimba Irdustri @ Pinus, 1 mm. Sengon, Jabon, Gmelina arborea
dan  clecesia mensiun. : : j

b3, Kayu !thh.t Lain ving, tdok temnasuk Koyn Rimba fodah dan 2

roavn Rimba In-dusty

ID=G2 21 S§7324%] . pea

-


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3 PERUM PERNHUTAMI ID=p2 21 S732451 Yoo

Pasal
Pengukuran, Pengujian rLu U-PET o [T

(1) Semua produk yang akzn di pasarkan heus diukur, diuji J..) dikapling lebih dahulu
sesual dengan Peraturan Pengukuran, Peng 'm}_gg_.\_&,m_.,l plingan vang berlaku,
(2) Kapling untuk Flastl Hutan ; L
a, \'])Ll bundar Jati ma wpun Rimba : imaksimal 5.1n°
b, Kayun Bakar maksimal 23 sm .
(1) Keaeling untuk sTasil Industri
a. Kayu gergajian Jati atau Non Jati @ maksimal 3 m’

h. Vinir sayar jati D menyesuaikan

¢, Barang jadi kayu : menyesuaikan

d. Minyvak Kayu Putih - menyesuaikan

&l GO'u'n"ul\um L iNENVRSUBINAN

f. Tompentin D mEnyesuaikan

2. T-op I : menvesuaikan ¥
k. Seadlac : menyes u‘\ik;ﬂ‘.

Vo PRGN : pmaksanal 2,500 lemba

BAB III
PENETAPAN HARGA
Pasal 5
Flarga Jual Dasae dan Harga Penawaran Lelang

(3) Marga weedinn dan ;

a)  Harga Jusl Dasur (111)

LY Harga Penawaran Lelang (HPL)
(4) Harea Jual Dasar (11D) dan Harpa Penawaran Lelang (HPL) ditetapkan oleh Direlksi
(5) Sewaktu-wakiu WD dan HPL depat ditinjan kembali,

Sure l'l W El,o[x:vvv ‘1 L. b+ - '2'00;

Pasal 6 19 57 .t G sk w0 53734
/% 6

(1) sureharge diberlakakan apabila kosdisi pasar dianggap baik dan memungkinikan

diberlakukannya  surcharee harga pada produl yvang dijual secara Penjualan
Langsung dan Kontrak. '

(1) Besarnva surcharge ditetapkan oleh l)irc:.l:si,

(37 Unt dapat ;‘.mnbcr]a}"ukun differensiasi plus pada harga jual yang berlaku yang
telah ditctapkan oleh Direksi atas dusz]r u'nndiﬂx ;‘m. ar dan atau atas usul KPH.

(4)  KPH dapat menetapkan Differensiusi plus pa h wea jual yang berlaku yang telah
ditetupkan oleir Dircksi/Unit, 1

(5) Differensiasi plus diteiapkan untuk batas wakiu tevientu.
Ll
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JRETRS )
L&
1

enawaran Pertmra uda Lelang

(1) Harga peaawaran pertama Jelzng sesual Harga Penawaraa Lelang (MPL) vang el
ditstankan Direks..

(2) Apabila dipandang perlu, KPH dan atau Unit dapat menetzpkdn harga pm:'\\u. ran
pertama lelang m atas HPL vang telah ditetepkan oleh Direksi.

(3) Besarnya penawaran pertama scbagaimana dimaksud ayvat (2) ditetapkan oleh FPH
dan atau Unit.

BADB WV
SALUILAN PENJUALAN

Bagian 'ertama

PENJUALAN MELALUI LELANG

Pacal 8
Produk-Produk yang dapat dijual ielalui saluran Lelzns

(1) Li*\)'!x pundar Jati dan Rumba.

( ) Hasil hutan bukan kayu

(3) Hasil industrikayu dan wukan kayu.

(4) Kayu bundar Jaui den Rimbda bahan baku indusirl (BB vang sudah bervbah states
menjadi bukan BBL

($) Kayu bundar Jaui dan Rimba yauy sudah mengalamt p yetjian ulang,

(6) Kayu Temuan dan ataun T2 nulcf-p‘.n ying sigah c, ivonis Pengadilan dan mempunyai
kek;.zhian huxum tetap serta sudah kembeli menjudi persediaan Perum P grhuiani.

Pasal Y
Penetapan Volume Lelany

(1). Volume chjv'\‘- a melalui iclong seiiap tahun ditetepkan oleh Direksi.

(2). Volume i '1)1' yang akan dijual dalam felang besar maupun lelang kecil uniuk
nn*‘mf—m“sm-.' KPH ditetapkan oleh Kepada Lt

(3). Volume Ha sil Indastri Kayu dan huken Kayu yvang axan dijuill dalam lelang besar
maupun lelang kecil ditets ;\M oleh Kepala Unit sesuai p crsediaan yung @ goa,

Pasal 10

Pelaksanaan Lelang

(1), Unit mesgaier persiapan lelang: tesmasuk juimlal v olume yapy aken ditawarkan
sedangken penyusunan daftar kapling yang akan ditetang ( Qversicht J uniuk nap-

tiap lelany dilakukan oleh KPH ‘

(2). Sebelum dilaksanakan lelang x.i\nmv“‘.‘;"a seearn lugs melalui pengumuman G
media cetak atan media fain terlebil da Wt dengan menyebulkan tangsal £ oawakiu
tempai, volumsg, jenis dan KPH-KPH yang ment :n'.. . }

(fi)_ Untuk setiap letang, para peminat dapal ‘I\'IL']M".,.\‘“ b dattar kapling ¢i Kantor Ki i

l i 4
vany bersanghuion tad o Htempal iclang ditaksana.

o1
I
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P FPLEAVA RNV ILANG L 1S i A 2 oSl RS e

Basal 1)
LELLANG BESAR
(1). Frekwensi, tate wakiu dan tempat pelaksanzan Lelang Besar ditetapkan oleh Direksi
atas usulan Un't dan hasil Pelaksanann Lelang Besar dilaporkan kepada Direksi.
(3). Lelang Besar dilaksunakan di pusat-pusal konsursen yang diatur oleh Kepala Unit
dan dileksandkan oleh Kantor Lelang Nezara scrempat.
(3). Volume Kayu : '
a. \’olume kayu yvang dipaserkan merupakan persediaan bebas vang b rada 4 TPK /
TPy 11D Ki“.usus diusahakan dalam kapling vang terdivi dari 2 (dua) kelas
dlamcicr 2 (dua) kelas panjang dan 1 (sat) kelas mutu, dan kl usus uniuk
sortimen All diperkenenkan 3 (liga) kelas diameter.
b.Volume Bukan Kayu disesuaikan dengen persediaan yang ada.

A

Pasaisib?

LELANG KECIL

(1), Frekweénsi, tata waktu, voluing,
diteiapkan olelt Kenala L'n L

(2). lLelang Kecil diadakan d KPi va \
dan dilaksanukan oleh Kantoer [.'..E:a*.:.j Neaars
Perisstami.

(3. Volume Kayu

1

M vy Sy Ry LY SRR iy Sl L
fents, ASmigrat o KR taEsana "eelong. hegul

ateh KPP Pelngsang

seteiapal stan oich Ponnm

Cde Volume kayn yang dipssarken meropakan perscdiaan Lol vane berada di

TER L/ II’ ]\llll\l'\ diunsaliotoan dolan b 'i |1|1 vy et dare 2 (dun)
kelas diameter, 2 (dua) kelos panjoi dan 1 (s ) Rubim i, Jdan Khuases
untd: sortitmen All L':i[)"‘l‘IiCI“-‘HL..n 3 [iarsat oy \il.\l" 2iel

b. Volume Bukan Kayu disesuaikan dengaen persediann yang ada

sl 13
LELANG KECGIL 1SS

KPH G_P: me nyelenggarakan lefang kecil secara khusus atas pevsetujuan U 1L
Bagian Kedun
PENJUALAN DENGAN PERJANJIAN ( KONTRAIL)
; " Pasal 14
(1) Penjuslan  dengan Perjanjian (Kontrak) Hasil Hutan Kayu  dilakeken  dengan

Perusahaan atau Industri Besar dan Menengah yang vergerak  dalam bidang
pengolahan hasi) hutan

Pov

(2) Penjualan dengarn Perjonjian (Foatrak) unwic Husil Industin dilakuian dongan industri /{

\besar dan kKoperasi, penyalar dan perusahaan-perusabaan pemakal langsuny,

)
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Pasal 15

yjualan dengan Perjapjian (Konirvak) baik Hasil Huutwn Kayu mezupun Hasii Indusii
amakan kepada Peruszhaan atau Industri yang hasilnya diperuntuickan bagi tujuan
Spor. _ 11

Pasal 16

njualan dengan Perjanjien (Kontrak) baik Hasil Huten Kayu maupun Hasil [ndusui
akukan olel Direksi dan atau Kepala Unit Perhutani atas pelimpahan wewenang
reksi.

Pasal 17

Asil Hutan Kayu vang dapat dijual melalui Perjanjian (Kontrak) adaleh semuu jenis
asil Hutan Kayu, diatur berdasarkan pertimbangan kemampuan kapasitas, produks

rta kclayakan'p<:1'v.s:-.h:m:v"inchzstri.

Pasal I8
K ewenangan penjualan produk dan voluie
1). Velume Masit Hutan Kayu dan Tasi] ncustet yang dijnai mulah Perjanjian
(Kontrak) untuk  tingkat Divcksi dan Unit diatnr berdusarkan padi Krierin
Perusdhann atan indusini pengolah yany ada dalan Wetentaan Ui,
2). Direksi melavani penjuatan dengan pegangian (Kontrk) per (ahian ey perusahinan
sebazat berikut
- Kaye Bandar Jai sordmen ALLT Hara (10 dan Vinie (Vi) 500 w keatas
b. Kayu Bundar Rimba Indah 1.000 m3 Jew atas,

¢. Kayu Dandar Rimba Industri dan Rimba Lain 2.000 m’ keatas .
d. Kayu gergajian ke SRR m_“ keatas.
e, Vinir sayat jati dan nen jali :1.000.000 m” kealas.
r Gondoarukem ] i 2.000 ton keatas.
g, Minyak :::ap-::n;'ni : 500 ton keatns.
b Minyak kayu putih - 100,000 k2 keatas,

(3. Lait avelavnant Penjualan dengan Perjanjian (Kontrak) untuk hasil hutan kayu di
wilayah kKerjanya per taiun per perusahatn sebugei berikut @
2. Kayu Eundar Jani Nox VL L 500 m3 s/d 1000 m3

b, Kavu Bundar Rimba Indah - : sid 1.000 7.
¢, Kavu Pundar Rimba Industii dan Rimba Lain o agfd 20000
(3). Penjualan dengan Perjanjian (Kontrak) olel Unit untuk perusahaan yang berada di j

luar wilayah kerjn Unit harus dengan rekomendast Kepala Unit dimana perusahaan:

b s Ax gt e
wrsebut besdomisihi,

i

-1
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Pasal 19
p.‘.l:};:!_}‘.l:‘.'n pcl‘.‘.lhcii::n melainn Konirak / Perjanjian diinjukan kepada Direksi Perwm
Perbatani eq Direktor Pemasaian amn Kepaia Unit sesuai dengan kewenanganna,
Pasal 20
sonbuhan haius didampini denpan |
U) 10!0 Cop~ SULE-SUILY perjiaan perusahaan dan NPW D
(2) Berita Acara "m1c'r~\..1m‘ ] erusahaan oleh pejabat yang berwen AN untuie pengajuan
Ke Direkai dan oleh Adiministratur untuk pengajuan ke Unil,
Pasal 21
Sewaktu-wakiv Perhutan dapat me m.m.lk a1 Pemeriiesaan kepada Porusahams Biengend
TUNRAR Balha e ;
pengzunaan bahan baku veng didsl dani 1’“u'a‘.; erhuten: unluk memasiien bahwa
i produk tersebut digunakan sesus 1 Cengun perjanjian.
|
! - !
Pagal 23
Perusahaan yan wpatkan aloesi penjoalan hasil mdusii durd Diressi tidik
dapit diberi lag! alokasi dav Unit maupis KN dan sebaliknva,
: Bagionn [Ketips
PENJUALAN LANCSUNG
Beyfa
| Produic-produk ving Jepat dijual melalui saburan Pegualan Lanainy 2
,—""-“—‘—\
. ' ! ZLs =7
(1) Kayu bundas Jutd becundi nun\L don I Bl =
b (2) I\ﬂ)u bundar Rimba fndah kecualimoe M. /
| (3) Kayu bundar i\unlm [ndustrd,
» (4,\ I‘-d\ u Temuan dun 1 ‘”I"ri&lﬁ"l‘ AR sudih divons l"\'ll““(illnll i HEEE R REVTA A
L{:E 1atan huesaes e I serty sed ah kenbali mer \| wli et sliaan Perhutani.
sl 24
(1). Penjualen  langsung  Hesil  Huten  diperuniukia Perusahiannindusty '
BesarMerengal/Kacil, Koperasi, Masyarakat Desa ilutan can Warnng Kt yang !-lf-r'b o

bergetak dividang pengolahan f penggunamn hasil hutan.

(2). Penjualen langsung Hasil Indusiri diperumtulkkan bagi Industei besar, Isc'-su"'/
menengal: l-‘c-lm-.v:-‘h dan dara ]\ﬂwm- , Koperasi, Perusahaan dagana/penyalur, dan
Perorangan unink digun

Nl _;lKnlfl.

il [
, o Tetuign 45,1k 0. bo fo71 7/
P lilalosan Ly, 6, stairs = b Tl’waecf g% W p

\%}, -2 - 260% kM s /\ Q(’r“%ﬁ,uu;{,mb‘c Sa.

y
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' (3) Setiap Perusahuan yang mengajuk:m pembelian melalui penjuaian langsung harug
k dilampiri

‘ a. Foto Copy suvat-surat m.nll.mn perusahaan dan NPAYR,

b. Pemeriksaan Perusahain / Industel / Koperasi olm Administratur seiempal /

-

Pagal 25

Penjualan langsung ciluksanakan oleh Direksi,
Perhutani dengan menerbitkan

(2) Savat Perinteh Penjualan (SPP) oleh Kepaia Unit
(3) Surat [jin Pembehan (SIP) olen Administratur,
Prgal 26
Hasil Hutan den Hasil Industii yang dapat dipasarkan
semua Hasil Huta
produksi serta kelayakan perusahean/industri. .

Prasn) 23

Volume Fasi Hut:
untuk tnskar Diveksi, Unit dan KPil
Industs pengoleh bahan babin yang ada dal
Dircksi nictavani ponjralbay
sebagai berkut

3. Kayu Bundar Jat bl

(1)

ey

ik

-

1 ‘..l.".'

(

bavh

L) & Wiain (V1)

b, Kayu Bundor Rinla l:\\l:\h
¢. Kayu Bundar Rimbe [ndost dun sty [k |
¢ Hasil Induste

Ky eergajiun
- Vit syl
- Ciondorukem
- Terpentin
- Minvak Kavu Putih
- Kopal
i penjualan langsung di wiley

Unit irelays

X 3\'w1. thd'u Jati (Non H & Vi)

2. Kayu Bundar Rimba Indah

W, Kayu Bundar Rimba Indusiri dan atau Riraba
¢. 1lasil nduastri ¢

' e Kayu gergajisn
- Vindr saval

- Crondoruld

Terpentiii

5wy

NGl

I

Pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam BAJ

Kepala Unir

(1) Surat Penetapan Alokasi Denju.ll.m (SPAP) oleh Direks!

meaupun  Administratur

melalui penjualan lengsurg adalzh
y dan Hasil Industri yang diatur berdasarkan kemampuan, kapasitas

Kewenanzan peajuatan produk dan volume

dun Fasi! Industri yang dijual melalui penjundan kingsang
herdas?
a1 Keteniuan T,

sung per i per perusahasn de

Leiteria Petuzuanaan. o

an

ketenivian

1t

s aesual perscdinan yang ada

ssestad persedinen yang ada

Wl EY

500,000 m'

240

- SO0 e
o

52000 m?

L0 e
fgntas
SO ton Remnas
SO wm keatas
20,000 kg Reotas

T
Cnpe 1 b5

S0 ton k

ah kevjanya per tdwa per perusahaan:

< 1.000 m3, mutu M keatas.

SR 1.0{:_0 m3, mute M Keatas,

: ¢/d 1,000 ,mJ.

C 100 m°

S00.600 ny

3

il

2
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18147 PRRUMN Pumivran

IRE G Ay BRRRE G Pl

SRR <30 on
Miyak Kava Putih L1 20.000 ku
Secdlac (tokal), Benang Sutern, Kokon, Minvsk
yiang, Minyak Daun  Cenpken dan  Nilam s B
pisuiiaan vang ada. ‘
(-H).  Administrauy melayani Penjualan Lzngsung
A Kayu Bundpr Jati sortimen Al din ALL nfute T kéatas, dibawah 300 o par
tahun, per perusahaan. L 7 see=——e e '
b. ,i\avu Buddar Rimba Industi dan 2tau Rinba Indah sortimen Al dan ALl musy
T keatas, dibawah 500 m? par ian, per perusahaan,
I\L\'u Bi.nd ar Fimba Lainnya sesuai persedisan yang ada.

(3) Ata.s pe:sctujunn Uni, '\di"sl'}l\l.atlh dvm. melayani Penjualan Langsung Kayu

/"":-\

Bundar Jati Sortimen A 11 Non B/ mu T keatas.

(6) Admini sn.mlr dapat 1nslayan "‘g..n'"l*'l Langsung kayu bundar Jati Non H/Vi muty /
T keatas bagi 'n"!.un’r rseorangan yang ~dipergunakan untuk V/
maksimal 10 m3 per instans ifdrang per tahan,

dministratur dapat melayani Penivalan Langsung hasil industyi tus

keperluan sendir

pelimpaha

ualan langsung k:l_\’u wur'nr Jati iutu M, L dan KBP oleh .-\dm\ /

BArus mendapai
L—--—- e ety

Pasal 2§

Penjualan langseng bagr perusshaan & lear wilayah Uit havus dengan relaomendasi
Kepala Unit di mana perusehaan tersebet serdomisili, dengan menyebu s | Jumlan wi

epal h vang
diinginkan,

Bagian Keempa
PENJUALAN LANGSUNG LAYAN ANTAR (1>1 LA)

Pasal g

(1) Penjualar Langsung Layan Antar tersebut depat dileksanakan dengan ketentuan
scbagal berikut : ] ‘
2. Perusahasn yang sudal mendipat Kopiral/ Perjanjian jual-beli kayu dari
Direksi.“Unit (Jati/ Rinsba).
b, Peruszaaan yang teieh mengadaken MOU dengan Direksi atau Unit verial
penjunian dengan cara PLLA (Jaii /Rimba).
. Perusanaan yang mengajukan pembelian dengan cwa PLLA lewst KPH dan
sudah mendapat persetujuan Unit yang hersangkutan, ,
(2) Pelaksanaan PLLA dituangkan dalem kontral/ seganjian antara Administeatur
dengan perusahnan-perusahaan dimaksud, 1
(3) Pedomen Pelaksanaan PLLA diterbitkan secara terpisah oleh Direksi. A,
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Bagian Kelina
WARUNG AV
Pasal 30
¢ (1) Penjualan kayu bundar meialyj warung Kayw diperuntukan bagi perseorangan,
rnasyarakat desa Lutan dan para pengrajin kecil,
2) Pedoman Peldksznasn Warung Kayu diterbitkan secara terpisah olel Direksi,
BAB V
ADMINISTRASI DAN PELAPORAN
Pasal 31
Administrasi dan Pelaporan
Administrasi dan laporan-leporan tentang kegiatan penjualan dalam negari diselesaikan
oleh UniVKPH/KFE/IFK] berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan alau yang
akan ditetapkan kemudian oleh Direksi.
BAB VI
RESTITLR
T
(1)  Ketentuan-Xetentuan yang belum tercanium dalam pedoman il akan  diaiur &

ersendiri oleh Direksi.
(2) Dengan berlakunya pedoman ini, maka semue Xstentuan yang beremangan dengan

pedoman ini dinyatakan ticak berlaku.

s LERERER PERBELTANI

CaMudasumeny PiIN-200
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T SN R o
masyarakat desa hutan dap para peng

u._n'lj in e 2cil.
(2) Pedoman Peldksanasn Wa arung 1\‘\,\-1‘- diterbitkan secara terpisah olsl Direksi,

e

BAB ¥V
ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Prsal 31
Administrasi den Pela aporan

Adminisirasi dan Japoran- laparan tentang Lcmat

oleh ULiVKPH/KPE/IPK) bcrdasaraun ke
“akan ditetapkar kemudian oleh Direks

an penjualan dalam neger um‘.i.ml\an
etentuan-ketentuan yang berlaka duan alau yang

BAB VI
PENUTUD

PRealin

i) I{C"C"'ll(ll'i-l':ﬂh"‘[ll"H yang  beitum

L rsendiri oleh Direksi.
(2) Dung‘m berlakunya padoman ini, maka
pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.

ereanivm  dalam pedeman in' als

W diagi

semua Ketentuan yang certentangan dengan

t
.

CrMydesumeny i iON-2004



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN

V

£€00°L12°2dd ddN
NYHIQdVYdNS

WaS iney
S00Z - 04 10 ‘equr

{ GDwARY 0|

[_uneie) Sdd__|
)

0S| [_toozora
i a

VO0Z-151

- 10 ] L N |
1 i
1

FOOZ - 10 - S0

OLHYGIM NN -

[ itwvies

[ Hau

i
! ArOINMD
L HeA BN

Yiravn T YeiX |__8OW10d

Siad [_ovonunvd |

SOOEVOEL

| WYRLvAS

WAEY Br
HeHN

—__d SN
JANYTESEAIS

A NYNI4WYT

[ HaNm¥ [ ¥3dSY

Iroviios
NVIVI3S y3gwar

AT SO NArY

DANVAMSIS IGVH HNDAL 3
MIBWIEM HadM y.
HNLYHISININGY

HIFWIT NVLNH NYNMONYINId NenivsIs
ISYSINVONO MNUMNMLS
HNWIL VMVT Il LINN INVLNHYE3d WNy3d

isEsualln anas ... Buan jpng

¥IENAM MY INVANHYZL MNU3d VD VLY 28RN
OGN H NS unizg esuetio MRS 1T JequeD

#00C - 10 - 81 1

k- 0C

QHOARTH 2

i M
Hary

9002 - 03 - 307 eBUEL


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/



